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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

 

I.1 LATAR BELAKANG 

 Perubahan Renja Kerja Organisasi Perangkat Daerah 

selanjutnya disebut Perubahan Renja OPD adalah dokumen 

perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat 

kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang 

dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang 

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Perubahan 

Renja disusun sesuai usulan program dan kegiatan perlu didukung 

data atau informasi yang memadai dan akurat dari sumber yang 

dapat dipertanggung jawabkan. Data atau informasi dikumpulkan 

sedemikian rupa hingga memperlihatkan secara jelas capaian 

kinerja penyelenggaraan urusan wajib / pilihan pemerintahan 

daerah yang menjadi tanggungjawab sesuai dengan tugas fungsi 

OPD. 

Penyusunan Perubahan Renja OPD merupakan tahapan 

yang harus dilakukan setelah penyusunan Rancangan Renja 

sebelum disempurnakan menjadi dokumen Perubahan Renja OPD 

yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Perubahan 

Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam 

rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan 

Perubahan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel 

dengan penyusunan rancangan awal Perubahan RKPD, dengan 

fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi 

eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja OPD tahun-

tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian 

Renstra OPD. 

Penetapan dokumen Perubahan RENJA OPD harus 

mengikuti tata cara dan alur penyusunannya, sebagaimana tertuang 
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dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain: 

 
1. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas 

sebagaimana tercantum dalam misi RPJMD pada tahun 

berkenaan; 

2. Program dan kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan 

program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku 

kepentingan; 

3. Program dan kegiatan dalam Renja, dilengkapi dengan 

indikator kinerja hasil (outcome) indikator kinerja keluaran 

(output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukan 

prakiraan maju. 

 
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312), 

Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan: 

1. Persiapan penyusunan; 

2. Penyusunan rancangan awal; 

3. Penyusunan rancangan; 

4. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas Perangkat 

Daerah; 

5. Perumusan rancangan akhir; dan 
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 6. Penetapan. 

Selanjutnya Perubahan Renja Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan digunakan sebagai 

pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 

2025 sebagai tahapan penyusunan Rancangan P-APBD Kabupaten 

Lamongan Tahun 2025. 

I.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN 

 Landasan hukum dari Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan 

Tahun 2025 adalah meliputi seluruh ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan 

pembangunan Kabupaten Lamongan bidang Perencanaan 

diantaranya : 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4287); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4438); 

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

5. Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2007  tentang  Rencana 
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Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025; 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4700); 

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah 

diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata 

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4663); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; 

12. Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2016  tentang 
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Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

15. Peraturan Pemerintah  Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6323); 

16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1312); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar 

Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana 

Daerah Kabupaten/Kota 
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19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 

Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025; 

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Provinsi ajwa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5, Seri D, 

Tambahan Lembaran daerah Nomor 94); 

22. Peraturan daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2006 

tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan 

Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Lamongan; 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 1 tahun 2010 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain ; 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 tahun 

2011 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 14) ; 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2021 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten 

Lamongan Tahun 2020 – 2039; 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2025 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2025 – 2029; 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 tahun 

2021 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Alam 

dan Non Alam (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan 

Tahun 2021 Nomor 15) ; 

28. Peraturan Bupati Lamongan nomor 89 tahun 2021 tentang 
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Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Lamongan; 

29. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 23 Tahun 2025 tentang 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 

Lamongan Tahun 2025. 

I.3 DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN 

 Disusunnya Perubahan Rencana Kerja berdasarkan ranwal 

RPJMD tahun 2025-2029 adalah untuk menjabarkan RPJMD 

Kabupaten Lamongan, dan sebagai rencana tindak lanjut tahun 2025, 

maka BPBD Kabupaten Lamongan akan dapat lebih memfokuskan 

arah pelaksanaan sasaran-sasaran yang tertuang dalam rencana 

strategis dengan disertai strategi pencapaiannya melalui program-

program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 

2025. Penetapan di muka rencana kinerja kegiatan dan sasaran akan 

memberi daya dorong sekaligus sebagai komitmen pengendalian 

sumber daya yang diserahkan kepada BPBD Kabupaten Lamongan 

dan akan dilaporkan penggunaannya lewat Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAjIP) pada setiap akhir Tahun. 

 

I.3.1 MAKSUD 

  Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten 

Lamongan adalah sebagai berikut : 

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur 

BPBD Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan 

tugasnya dan menentukan prioritas- prioritas di bidang 

pencegahan, penanggulangan bencana, kedaruratan dan 

logistik serta rehabilitasi akibat bencana, sehingga tujuan 

program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan 

dalam kurun waktu tahun 2025 dapat tercapai; 

2. Memberikan  informasi  kepada  pemangku  kepentingan 
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 (stakeholders) tentang rencana penanggulangan bencana; 

3. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan 

koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun 

waktu tahun 2025; 

4. Memberikan  pedoman  dalam  rangka  pelaksaan  tugas 

pokok dan fungsi BPBD. 

I.3.2 TUJUAN 

 Tujuan penyusunana Perubahan Renja adalah untuk : 

1. Memberikan landasan operasional bagi BPBD Kabupaten 

Lamongan dalam menyusun Rencana Kegiatan tahun 

2025; 

2. Menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD 

(KUA) serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 

Anggaran 2025; 

3. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan 

pembangunan; 

4. Sebagai petunjuk operasional bagi penyelenggaraan 

pembangunan tahun 2025; 

5. Mengoptimalkan peran dan fungsi BPBD di dalam 

penanggulangan bencana daerah Kabupaten Lamongan; 

6. Mewujudkan penanggulangan bencana yang cepat, tepat, 

efektif dan efisien; 

7. Mewujudkan pertanggungjawaban dalam mencapai visi, 

misi, dan tujuan penanggulangan bencana; 

8. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi 

penanggulangan bencana daerah. 
 

 

I.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN PERUBAHAN RENJA 

 
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 
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Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, 

Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan : 

a. Persiapan penyusunan; 

b. Penyusunan rancangan awal; 

c. Penyusunan rancangan; 

d. Pelaksanaan forum Perangkat daerah/lintas Perangkat Daerah; 

e. Perumusan rancangan akhir; dan 

f. Penetapan. 

Selanjutnya sistematika penulisan Rencana Kerja Perangkat 

Daerah Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten 

Lamongan adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini Memuat : 

 I.1 Latar belakang; 

 I.2 Dasar Hukum Penyusunan; 

 I.3 Dasar Pertimbangan Perubahan; 

 I.4 Sistematika Penyusunan Perubahan Renja. 

BAB II EVALUASI RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIBULAN I 

TAHUN 2025 

 Bab ini Memuat : 

 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD S/D Triwulan 

I Tahun 2025 dan Capaian Renstra; 

 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD; 

 2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 

PD; 

 2.4 Penelaahan Perubahan Usulan Program dan 

Kegiatan Masyarakat. 
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BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT 

DAERAH 

Bab ini Memuat : 

 3.1 Telaah terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan 

Provinsi; 

 3.2 Perubahan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 

Tahun 2025; 

 3.3 Perubahan Program Dan Kegiatan PD Tahun 2025. 

 
BAB IV 

 
PENUTUP 

 Bab ini Memuat : 

 a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, 

baik dalam rangka pelaksanaannya maupun 

seandainya  ketersediaan  anggaran  tidak  sesuai 

dengan kebutuhan; 

 b. Kaidah-kaidah pelaksanaan 

 c. Rencana Tindak Lanjut 
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BAB II 
EVALUASI RENJA PD S/D TRIBULAN I TAHUN 

2025 

 

Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan 

Becana Daerah Tahun Anggaran 2025, dilaksanakan untuk 1) mengetahui 

realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja 

hasil/keluaran yang direncanakan,; 2) mengetahui realisasi 

program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang 

direncanakan; 3) mengetahui realisasi program/kegiatan yang melebihi 

target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Sehingga dengan adanya 

pelaksanaan evaluasi dapat diketahui : 

a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya 

atau melebihi target kinerja program/kegiatan; 

b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra 

Perangkat Daerah; 

c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu 

diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.: 

 
2.1 

 
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PD S/D TRIWULAN I 

2025 DAN CAPAIAN RENSTRA PD 

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Lamongan pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil 

kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten 

Lamongan selama tahun 2024 dan 2025 s/d triwulan I. 

Pada Tahun 2024 total anggaran Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Lamongan sebesar Rp. 4.160.167.232,-

yang dialokasikan untuk pelaksanaan 2 (Dua) Program dan 10 

(Sepuluh) Kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi belanja 

sebesar Rp. 3.913.587.966,- atau 94,07%. 
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Sedangkan untuk capaian kinerja pada tahun berjalan yaitu 

tahun 2025 s/d triwulan I kami perkirakan bahwa pelaksanaan 

program / kegiatannya akan sesuai dengan target rencana. 

Pencapaian kinerja tahun 2025 belum dapat dikaitkan dengan 

pencapaian target pencapaian kinerja tahunan dalam Rencana 

Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Lamongan Periode 2021-2026, dikarenakan Rencana Kerja 2025 

masih dalam tahun berjalan. 

Evaluasi hasil Renja Perangkat daerah tahun 2024 dan 

pencapaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Lamongan sampai dengan tahun 2025 triwulan I adalah 

sebagaimana tabel berikut : 
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Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja diatas, disimpulkan 
sebagai berikut : 

A. Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2024 
 

Urusan Pemerintah Bidang Ketenteraman dan Ketertiban 

Umum Serta Perlindungan Masyarakat tahun 2024 yang 

dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Lamongan melalui 2 (Dua) Program dan 10 (Sepuluh) 

Kegiatan sebagai berikut : 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota dengan Kegiatan : 

a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat dengan alokasi dana sebesar Rp. 40.000.000 

yang dipergunakan untuk 1 dokumen renja, 1 dokumen 

renja perubahan, 2 dokumen rencana kerja anggaran, 2 

dokumen capaian kinerja, 2 dokumen ikhtisar realisasi 

kinerja, 4 dokumen/laporan evaluasi kinerja dan 1 

dokumen hasil survey IKM. Adapun realisasi keuangan 

sebesar Rp. 38.782.600 atau 96,96%, sedangkan fisiknya 

mencapai 100%. 

b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan alokasi 

dana sebesar Rp. 2.584.011.952 yang dipergunakan untuk 

gaji dan tunjangan yang diterima pegawai BPBD, 2 

dokumen laporang keuangan akhir tahun dan 12 laporan 

keuangan bulanan/semester. Adapun realisasi keuangan 

sebesar  Rp.  2.383.448.245  atau  92,24%,  sedangkan 

fisiknya mencapai 100%. 

c) Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan alokasi 

dana sebesar Rp. 124.104.600 yang dipergunakan untuk 

Belanja 6 paket instalasi listrik/penerangan bangunan 

kantor, 10 paket peralatan rumah tangga, 12 komponen 

alat tulis kantor, 90 rim kertas, 30 botol tinta refill, 6 paket 

makan  dan  minum  rapat  bulanan,  5  banner,  bahan 
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bacaan surat kabar 1 paket iklan dan 6 koran, rapat 

koordinasi/perjalan dinas ke luar daerah 27 kali. Adapun 

realisasi keuangan sebesar Rp. 123.667.748 atau 97,30%, 

sedangkan fisiknya mencapai 100%. 

d) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah  Daerah  dengan  alokasi  dana  sebesar  Rp. 

18.199.560 yang dipergunakan untuk belanja lemari 

panjang kerja 2 unit dan printer 2 unit. Adapun realisasi 

keuangan sebesar Rp. 16.204.000 atau 89,04%, sedangkan 

fisiknya mencapai 100%. 

e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

dengan alokasi dana sebesar Rp. 617.131.000 yang 

dipergunakan untuk belanja pembayaran 4 rekening 

(PDAM, Listrik, Telepon, Internet), pemeliharaan peralatan 

dan perlengkapan dalam 1 tahun, gaji tenaga kerja kontrak 

23 orang dan jasa tenaga kebersihan. Adapun realisasi 

keuangan sebesar Rp. 584.786.483 atau 94,76%, 

sedangkan fisiknya mencapai 100%. 

f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 

333.720.120 yang dipergunakan untuk belanja bahan 

bakar dan pelumas 4.318 liter, pembayaran pajak dan 

service kendaraan 15 unit roda 2 dan 13 unit roda 4, 

pemeliharaan kendaraan bermotor 4 unit roda 4, service ac 

20 unit, pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor ( 1 ruang 

kerja). Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 

212.996.300 atau 82,64%, sedangkan fisiknya mencapai 

100%. 

2. Program Penanggulangan Bencana 

a) Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 

dengan alokasi dana sebesar Rp. 46.000.000 yang 

dipergunakan untuk kegiatan satuan pendidikan aman 
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bencana (SPAB) di 2 Sekolah. Adapun realisasi keuangan 

sebesar Rp. 45.200.000 atau 98.26%, sedangkan fisiknya 

mencapai 100%. 

b) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap 

Bencana dengan alokasi dana sebesar Rp. 209.000.000 

yang dipergunakan untuk kegiatan forum pengurangan 

resiko bencana (FPRB), pelatihan pengembangan kapasitas 

TRC (48 Orang), apel kesiapsiaagaan 1 kali, penyusunan 

dokumen indeks ketahanan daerah (IKD), pembentukan 1 

desa tangguh bencana, 12 laporan layanan pusat 

pengendalian operasi (pusdalops). Adapun realisasi 

keuangan sebesar Rp. 205.144.000 atau 98,16%, 

sedangkan fisiknya mencapai 100%. 

c) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 

dengan alokasi dana sebesar Rp. 145.000.000 yang 

dipergunakan untuk belanja bahan bakar 1445 liter, 50 

tangki air bersih, 300 batang bongkotan, gedek guling 750 

M2, 1500 lembar sak, terpal 30 buah dan laporan 

pelaksanaan aktivasi sistem komando penanganan darurat 

bencana. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 

144.846.000 atau 99,89%, sedangkan fisiknya mencapai 

100.00% 

d) Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana dengan 

alokasi dana sebesar Rp. 40.000.000 yang dipergunakan 

untuk pelaksanaan sosialisasi hasil pengkajian kebutuhan 

pasca bencana, dokumen regulasi kebutuhan pasca 

bencana dan bantuan pasca bencana. Adapun realisasi 

keuangan sebesar Rp. 39.818.000 atau 99,55%, sedangkan 

fisiknya mencapai 100%. 



RENCANA KERJA PERUBAHAN BPBD 2025 

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN 21 

 

 

 

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Lamongan merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang 

penanggulangan bencana daerah. Untuk dapat mendukung tugas 

Bupati dimaksud perlu ditingkatkan tidak hanya untuk 

aparaturnya saja tetapi juga masyarakat dan dunia usaha, sehingga 

dapat mendorong berkembangnya pola pikir dan tingkat partisipasi 

serta keswadayaan masyarakat dalam penyelenggaraan 

penanggulangan bencana daerah. 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana telah diatur 

dalam Undang-Undang 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 

Bencana, yang terbagi dalam beberapa tahap kegiatan yaitu pada 

saat pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Keterkaitan 

antara kegiatan penanggulangan bencana tersebut dapat dilihat 

pada diagram di bawah ini 
 

 

 BPBD Kabupaten Lamongan mempunyai tugas melaksanakan 

tanggung jawab penanggulangan bencana. Adapun fungsi BPBD 

Kabupaten Lamongan adalah : 

a.  Perumusan    dan    penetapan    kebijakan    Operasional 

Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi. 
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b. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan 

Penanggulangan Bencana ternasuk Bencana Kebakaran. 

c. Pedoman penyusunan Operasional terhadap Penanggulangan 

Bencana. 

d. Penyampaian Informasi kegiatan Penanggulangan Bencana pada 

Masyarakat. 

e. Pengunaan dan Pertanggung jawaban sumbamgan / bantuan. 

f. Pelaporan Penanggulangan Bencana. 
 
 

Cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator pelayanan 

yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yaitu: 

1. Pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan. 

2. Terwujudnya kesiapan petugas dan sarana- prasarana 

penanggulangan bencana 

3. Ketersediaan material dan logistik penanggulangan bencana 

4. Penanganan pasca bencana. 

Sedangkan Capaian kinerja pelayanan BPBD Kabupaten 

Lamongan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan 

dalam IKK dapat dilihat pada tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Sehubungan dengan kinerja pelayanan OPD, perlu dilakukan 

pengelolaan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia secara 

terencana dan sistematis agar kapasitas personil baik individu 

maupun ketika berada di dalam kelompok bidangnya bisa 

ditingkatkan dan dikembangkan untuk dapat lebih proaktif dan 

secara kolektif bisa menentukan masa depan OPD BPBD Kabupaten 

Lamongan. Kapasitas ideal yang dapat dikembangkan dalam 

pengelolaan Sumber Daya Manusia antara lain mencakup lima 

aspek masing-masing : 

1. Kapasitas untuk berkreasi atau berproduksi; 

2. Pemerataan distribusi komposisi personil sesuai kapasitas dan 

kualifikasinya; 
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3. Pemberian keleluasaan dan wewenang; 

4. Kesempatan untuk berkembang (sustainable); 

5. Kesadaran akan interdepensi. 

Lima aspek pengelolaan Sumber Daya Manusia sebagaimana 

disebutkan di atas dapat dianggap penting untuk dikembangkan, 

mengingat unsur dominan dalam manajemen yang berfungsi 

menggerakkan sumber daya yang ada serta dapat berperan dalam 

mengelola dan mendukung kinerja sebuah organisasi/ kelembagaan, 

yaitu faktor manusia. Karena dengan memiliki dukungan Sumber 

Daya Manusia yang berkualitas dan mumpuni tentu akan menjadi 

modal dasar potensial sebagai salah satu sumber daya yang sangat 

berpengaruh dalam menentukan dan menggerakkan segenap 

potensi yang ada dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Masih 

minimnya pengetahuan masyarakat tentang bencana terutama di 

daerah-daerah rawan bencana, untuk itu diperlukan penjelasan 

dalam bentuk pelatihan maupun sosialisai kebencanaan. Perlu 

kesadaran masyarakat Kabupaten Lamongan yang hidup di daerah 

rawan bencana untuk dapat hidup berdampingan dengan 

bencana tanpa menimbulkan atau meminimalkan dampak korban 

bencana. Oleh karena itu, maka BPBD Kabupaten Lamongan, 

tentunya tidak bisa menghindar, apalagi mengesampingkan peran 

penting dari variabel ini, terutama dalam pencapaian target capaian 

kinerja pelayanan OPD. 

Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Lamongan didasarkan pada kajian capaian 

kinerja pelayanan sesuai indicator kinerja yang telah ditetapkan 

dalam Rencana Strategis, dapat dilihat dari tabel sebagai berikut: 
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2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI 

PERANGKAT DAERAH 

 Analis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan 

sangat menentukan dalam proses penyusunan perubahan rencana 

pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang 

telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat 

strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat 

dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat 

dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang 

dihadapi dalam pembangunan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas 

dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian 

dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang 

signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu 

kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang 

apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih 

besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan 

menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada 

masyarakat dalam jangka panjang. 

Mencermati kondisi geografis, geologis, hidrologis, demografis 

dan topografis Kabupaten Lamongan sangat berpotensi terhadap 

berbagai macam bencana baik bencana alam, bencana non alam 

maupun bencana sosial. Meskipun perencanaan pembangunan 

Kabupaten Lamongan telah didesain sedemikian rupa dengan 

maksud dan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, 

meningkatkan rasa keadilan, serta meminimalkan dampak 

kerusakan yang terjadi pada lingkungan serta melindungi 

masyarakat  terhadap  ancaman  bencana.  Namun  kenyataannya 

pelaksanaan seringkali masih terkendala upaya penanganan yang 
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tidak sistematik dan kurang koordinatif. 
 

Kejadian bencana dapat menghambat dan mengganggu 

kehidupan dan penghidupan masyarakat, pelaksanaan 

pembangunan dan hasilnya. Hal ini berdampak lanjut menjadi 

potensi penghambat laju pembangunan Kabupaten Lamongan yang 

telah menjadi agenda maupun prioritas para pemangku kepentingan 

(stakeholder). Sehingga distorsi-distorsi pembangunan semacam itu 

perlu dicegah dan diantisipasi sedini mungkin, jikalau penanganan 

penanggulangan bencana dapat dilakukan secara sistemik, 

diharapkan dapat memberikan kontribusi langsung maupun tidak 

langsung terhadap percepatan penanganan penanggulangan dan 

meminimalisasi kemungkinan kerusakan yang lebih parah pada 

asset-aset hasil pembangunan yang dimiliki masyarakat. Hal ini 

karena penanganan bencana yang sistemik dapat membantu 

mempercepat pulihnya kondisi ketahanan sosial, budaya maupun 

ekonomi masyarakat dalam menghadapi bencana dan memperbaiki 

kondisi lingkungannya. Terlehih sekarang ini paradigm penanganan 

bencana yang menekankan pada aspek tanggap darurat telah 

bergeser kepada paradigma managemen pengurangan resiko 

bencana yang mempunyai kompetensi mewujudkan pembangunan 

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 

Adapun ada 4 Isu-isu penting dalam pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi adalah sebagai berikut : 

✓ Keterbatasan sarana-prasarana pendukung dalam upaya 
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penanggulangan bencana; 

✓ Kurangnya sinkronisasi dan sineritas antar OPD terkait 

diantaranya ketidaksesuaian hasil musrenbang dengan 

usulan program daerah rawan bencana sehingga seringkali 

usulan program kegiatan yang seharusnya dilaksanakan 

BPBD kurang mendapatkan respon positif, sehingga 

seringkali tidak terealisasi sebagai program penanggulangan 

bencana yang diprioritaskan; 

✓ Terbatasnya anggaran baik dari BPBD maupun OPD 

vertikal,  sehingga  BPBD kurang optimal dalam 

melaksanakan penanggulangan bencana; 

✓ Belum sepenuhnya penyelenggaraan penanggulangan 

bencana di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan UU Nomor 

24 Tahun 2007 terutama untuk kewenangan-kewenangan 

yang sebelumnya sudah ada di Kementerian/ Instansi selain 

BNPB. 
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2.4 PENELAAHAN PERUBAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN 

MASYARAKAT 

 Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

disusun dengan berpedoman pada Renstra dan mengacu pada 

RKPD yang memuat tentang kebijakan. program dan kegiatan 

pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh 

Pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong 

partisipasi masyarakat. 

Usulan program dan kegiatan berasal dari pemangku 

kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, Perusahan/ 

Instansi Swasta, yang merupaka hasil dari musrenbang desa, 

musrenbang kecamatan sampai musrenbang Kabupaten. Hasil 

musrenbang tersebut digunakan sebagai bahan masukan dalam 

penyusunan RAPBD Tahun 2025 yang nantinya digunakan sebagai 

acuan penyusunan rancangan rencana kerja Badan Penaggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Lamongan. 

Selanjutnya  hasil  pencermatan  usulan musrenbang 

digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan kerja. 

Kemudian rancangan renja tersebut dibahas dalam forum OPD. 

Tujuan pembahasan rancangan Renja adalah penyelarasan 

program dan kegiatan, penajaman indikator dan target kinerja 

program dan kegiatan, mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi 

pencapaian sasaran sesuai dengan tugas Bada Penaggulangan 

Bencana Daerah dan serta  penyesuaian pendanaan program dan 

kegiatan berdasarkan pagu indikatif. 
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responsifitas 

dalam 

penanganan 

kedaruratan 

bencana di 

Jawa Timur. 

 
Indikator: 
Persentase 
korban 
terdampak 
bencana yang 
ditangani. 

3. Meningkatn 

ya 

pemulihan 

pasca 

bencana di 

Jawa Timur. 

 
Indikator: 
Persentase 
pemulihan 
pasca 
bencana 
direalisasika 
n 

 usaha n kegiatan 

dalam sosialisasi, 

penanggula komunikasi 

ngan dan 

bencana informasi 

 penanggulan 

 gan bencana 

 

 
2.5 PERUBAHAN TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT 

DAERAH TAHUN 2025 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari 

rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), pada tahap 

lima tahunan ini diperlukan perhatian lebih, tidak hanya untuk 

menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga 

mengantisipasi perubahan yang mundur dimasa mendatang. Berbagai 

isu  global  dan  nasional  yang  perlu  menjadi  perhatian  dalam 
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Table 2.5 

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025 

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN 

 

No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 
Besaran/ 

Volume 
Catatan 

N I H I L 
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BAB III 
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 

PERANGKAT DAERAH 

 
Penyusunan RKP merupakan upaya dalam menjaga 

kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang 

dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa 

dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, 

efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan 

kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam 

perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah selain didasarkan pada 

rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat 

daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat 

Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap kebijakan nasional dan 

provinsi. 

 
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI 

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah mendukung pencapaian, adapun tujuan dan sasaran 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang terkait dengan 

pelayanan Penanggulangan Bencana adalah sebagai berikut : 

Table 3.1 Telaah Renstra Kementerian/Lembaga 
 

 
Renstra K/L 

Permasalahan 
Pelayanan PD 

Faktor 

Penghambat 
PD 

Pendukung PD 

(2) (3) (4) (5) 

Sasaran 

jangka 

menengah 

Renstra BNPB 

Usaha 

penanggulanga 

n bencana yang 

meliputi 

pencegahan, 

kesiapsiagaan , 

penanganan 

darurat, logistik 

1. Penanggulang 

an bencana 

masih bersifat 

parsial 

2. Ketersediaan 

anggaran 

penanggulang 

an bencana 

1. Adanya 

Peraturan 

Perundang – 

undangan dan 

kebijakan – 

kebijakan 

daerah yang 

menjadi dasar 

1. Menurunnya 

risiko bencana 

di daerah 

rawan 

bencana. 
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Indikator: 
Indeks Risiko 
Bencana 

2. Terselamatka 

nnya 

sebanyak 

mungkin jiwa 

pada saat 

keadaan 

darurat 

bencana. 

 
Indikator: 
Rata-rata 
angka 
kematian 
akibat 
bencana saat 
keadaan 
darurat per 
100.000 jiwa. 

 
3. Terpulihkan 

nya sarana 

dan 

prasarana, 

social, 

ekonomi dan 

produktivitas 

sumber daya 

alam pada 

daerah 

terdampak 

pascabencan 

a. 

 
Indikator: 
Rata-rata 
kenaikan 
indeks 
pemulihan 
pasca 
bencana 

serta 

rehabilitasi dan 

rekonstruksi 

belum optimal. 

yang terbatas 

3. Kurangnya 

kesadaran 

masyarakat 

akan potensi 

bencana. 

4. Rendahnya 

partisipasi 

masyarakat 

dan dunia 

usaha dalam 

penanggulang 

an bencana 

tugas 

2. Koordinasi 

lintas instansi 

& stakeholders 

dalam 

penanggulanga 

n bencana 

semakin 

optimal. 

3. Adanya upaya 

terus untuk 

meningkatkan 

kegiatan 

sosialisasi, 

komunikasi 

dan informasi 

penanggulanga 

n bencana 
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Hasil review terhadap Renstra BPBD provinsi Jawa Timur tahun 

2019-2024 bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan 

tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-

isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra BPBD 

Kabupaten Lamongan, Hasil review tersebut secara garis beras dapat 

disajikan sebagai berikut: 

Table 3.2 Telaah Renstra BPBD Provinsi Jawa Timur 
 

  
Renstra Prov 

Permasalaha 
n Pelayanan 

PD 

Faktor  

Penghambat 
PD 

Pendukung 
PD 

(2) (3) (4) (5) 

Sasaran 

jangka 

menengah 

Renstra BPBD 

Prov Jawa 

Timur 

Usaha 

penanggulang 

an bencana 

yang meliputi 

pencegahan, 

kesiapsiagaan 

, penanganan 

darurat, 

logistik serta 

rehabilitasi 

dan 

rekonstruksi 

belum 

optimal. 

1. Penanggula 

ngan 

bencana 

masih 

bersifat 

parsial 

2. Ketersediaa 

n anggaran 

penanggula 

ngan 

bencana 

yang 

terbatas 

3. Kurangnya 

kesadaran 

masyarakat 

akan 

potensi 

bencana. 

4. Rendahnya 

partisipasi 

masyarakat 

dan dunia 

1. Adanya 

Peraturan 

Perundang – 

undangan 

dan 

kebijakan – 

kebijakan 

daerah yang 

menjadi 

dasar tugas 

2. Koordinasi 

lintas 

instansi & 

stakeholders 

dalam 

penanggulan 

gan bencana 

semakin 

optimal. 

3. Adanya 

upaya terus 

untuk 

meningkatka 

 
1. Meningkatny 

a upaya 

pencegahand 

an 

kesiapsiagaa 

n 

penanggulan 

gan bencana 

di Jawa 

Timur. 

 
Indikator: 
Presentase 
desa/kelurah 
an tangguh 
bencana di 
daerah rawan 
bencana. 

 
2. Meningkatn 

ya 
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menyelesaikan isu yang bersifat lokal dan berimplikasi pada 

kesejahteraan masyarakat. 

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi 

faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang 

ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan 

mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan 

kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan 

sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-

tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat 

dicapai. 

Dalam menanganinya, diperlukan kebersamaan yang bersifat 

mutualism oleh penyelenggara pemerintahan daerah dan segenap 

komponen dunia usaha dan masyarakat. Dengan memperhatikan isu-

isu strategis yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, maka visi dan 

misi dalam membangun Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 

sebagaimana dirumuskan dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih 

yaitu : 

 
“Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkelanjutan”. 

 

 
Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna 

terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah 

Kabupaten dan seluruh stakeholder’s dalam merealisasikan dan 

semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara 

komprehensif. 

Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna 

yang terkandung di dalamnya, yaitu : 

1) Kejayaan  Lamongan  adalah  suatu  kondisi  terwujudnya 
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Lamongan sebagai kabupaten unggul dan maju, sejahtera lahir 

batin, terdepan dalam pembangunan infrastruktur, ekonomi dan 

sumber daya manusia di Jawa Timur. 

2) Berkelanjutan menegaskan pentingnya kesinambungan 

pembangunan yang adil dan merata, tanpa mengabaikan 

lingkungan hidup serta harmoni sosial. 

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 

2025-2029, “Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang 

Berkelanjutan” ditempuh melalui lima misi sebagai berikut. 

Misi 1. 

Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif 

melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan, dengan penjelasan 

sebagai berikut: 

Misi ini dimaksudkan untuk Meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi secara inklusif melalui optimalisasi potensi sektor unggulan 

melalui meningkatnya kualitas pelaku ekonomi, meningkatnya 

pertumbuhan ekonomi sektor unggulan dan meningkatnya efektivitas 

investasi . 

Misi 2. 

Mewujudkan Daya Saing Sumber Daya Manusia yang Unggul, 

Berakhlak dan Adaptif terhadap Perubahan Zaman, dengan 

penjelasan sebagai berikut: 

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas 

pembangunan manusia yang berdaya saing melalui meningkatnya 
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kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar pendidikan, meningkatnya 

kualitas kesehatan masyarakat, kualitas pembangunan kepemudaan 

dan daya beli masyarakat . 

Misi 3. 

Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Mantap dan 

Berwawasan Lingkungan, dengan penjelasan sebagai berikut: 

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepuasan layanan 

infrastruktur yang merata dan berkualitas melalui meningkatnya 

pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata, kelestarian 

lingkungan hidup daerah dan meningkatnya kapasitas kesiapsiagaan 

bencana . 

Misi 4. 

Meningkatkan Kesejahteraan dan Harmonisasi Sosial 

Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Partisipatif dalam 

Pembangunan, dengan penjelasan sebagai berikut: 

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan 

harmonisasi sosial masyarakat yang memperhatikan kearifan lokal 

melalui meningkatnya pelayanan terhadap masyarakt pemerlu 

kesejahteraan sosial, toleransi, rasa aman masyarakat, solidaritas 

masyarakat dalam bergotong royong dan meningkatnya masyarakat 

berbudaya. 

Misi 5. 

Mewujudkan Reformasi Birokrasi Berdampak melalui 

Digitalisasi Manajemen Pemerintahan yang Akuntabel dan 

Responsif, dengan penjelasan sebagai berikut: 

Misi ini dimaksudkan untuk mengoptimalisasi reformasi 

birokrasi melalui peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan 
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dan kapasitas manajemen pemerintahan hingga ke Desa. 

 
Untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten 

Lamongan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 

5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten 

Lamongan, maka dapat ditelaah dari Misi ke 3 (tiga) yaitu 

Mewujudkan Infrastruktur Handal Dan Berkeadilan Yang Berwawasan 

Lingkungan dan Tujuan 3 (tiga) dari RPJMD Kabupaten Lamongan 

yaitu meningkatkan kepuasan layanan infrastruktur yang merata dan 

berkualitas melalui meningkatnya pembangunan infrastruktur yang 

berkualitas dan merata, kelestarian lingkungan hidup daerah dan 

meningkatnya kapasitas kesiapsiagaan bencana . 

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-

isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat daerah serta 

mengacu pada tujuan dan sasaran target kinerja Rencana Strategis 

BPBD Tahun 2025 – 2029, yaitu : 

Tujuan 

➢ Mewujudkan Kapasitas Ketangguhan dalam Penanggulangan 

Bencana 

Indikator : Indeks Ketahanan Daerah 

Sasaran 

➢ Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penanggulangan Bencana 

Indikator Sasaran : 

1. Presentase desa/kelurahan tangguh bencana di daerah 

rawan bencana 

2. Presentase penanganan tanggap darurat bencana daerah  

3. Presentase penanganan pasca bencana 

➢ Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik 
perangkat daerah  
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Indikator Sasaran :  

1. Nilai SAKIP  

2. Nilai IKM  

3. Nilai Manjemen Resiko 

 
Sementara Target, Tujuan dan sasaran BPBD Kabupaten Lamongan 

pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

 
Table 3.3 Tujuan dan Sasaran BPBD Tahun 2025 

 
No 

 
Tujuan 

 
Sasaran 

 
Indikator Tujuan 

dan Sasaran 

Realisasi 
Target 

Capaian 

2024 2025 

1 Mewujudkan 
Kapasitas 

 Indeks Ketahanan 
Daerah 

0.64 0.66 

 Ketangguhan 

Dalam 

Penanggulanga 

n Bencana 

   

Meningkatnya 

Kualitas 

Pengelolaan 
Penanggulangan 

Presentase 

Desa/Kelurahan 

Tangguh Bencana 
di Daerah Rawan 

 
74% 

 
78% 

  Bencana Bencana   

   Presentase   

   Korban   

   Terdampak 100% 100% 
   Bencana Yang   

   Ditangani   

   Presentase   

   Pemulihan Pasca 
Bencana Yang 

100% 100% 

   Dilaksanakan   

  Meningkatnya Nilai Sakip BPBD   

  Manajemen    

  Internal  88.04 86.03 
  Perangkat    

  Daerah    

 

3.3 PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH 

TAHUN 2025 
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 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap 

rumusan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian visi 

dan  misi  kepala  daerah adalah berkurangnya  risiko  bencana 

yang  berdampak pada masyarakat, dengan strategi  peningkatan 
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kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan penanggulangan 

bencana Kabupaten Lamongan disusun atas dasar regulasi, 

kelembagaan, dan perencanaan umum untuk setiap fase bencana. 

Program Kerja adalah sebagai pedoman pelaksanaan tugas-

tugas serta sebagai dasar untuk mempermudah upaya-upaya 

pembinaan dan pemberdayaan agar sasaran dapat tercapai sesuai 

dengan yang direncanakan. Sebagai bentuk perwujudan operasional 

dan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan dalam rangka 

mencapai setiap tujuan strategisnya, maka program dan kegiatan 

harus dituangkan secara indikatif dengan tetap mengikuti 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

memperhatikan dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi 

BPBD Kabupaten Lamongan. 

Sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, BPBD 

merumuskan rencana kegiatan indikatif dan pagu anggaran 

indikatif beserta prakiraan maju yang diperlukan untuk menilai 

tingkat kinerja dan kemampuan yang dicapai dalam perwujudan 

dari tujuan sasaran yang ditentukan Dari hasil kinerja BPBD 

kinerja pelayanan ada beberapa hal mengalami peningkatan dalam 

mengatasi penanggulangan bencana khususnya bencana angin 

putting beliung, tanah longsor dan kekeringan, sedangkan untuk 

bencana banjir mengalami peningkatan dibandingkan tahun 

sebelumnya yang mana di sebabkan oleh intensitas hujan yang 

tinggi dan sesuai dengan prakiraan BMKG. 

Adapun rumusan perubahan rencana program dan kegiatan 

yang akan dilaksanakan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut 

: 
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BAB IV 
PENUTUP 

 
Rencana Kerja (Renja) Perubahan menjadi sangat penting artinya 

dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan 

perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung 

jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat 

yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada 

masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku 

(stakeholders) dalam menciptakan pemerintahan yang bersih sesuai 

dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu 

menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya dapat dirasakan sampai 

kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat 

kecil benar-benar dikedepankan. 

Output Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Lamongan adalah Program Tahunan BPBD 

Kabupaten Lamongan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta 

sasaran program BPBD Kabupaten Lamongan. 

Rencana Kerja (Renja) Perubahan BPBD Kabupaten Lamongan 

selain menjadi pedoman dalam pelaksanaan program/kegiatan selama 

Tahun 2025 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja BPBD, 

juga sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam 

satu tahun bagi seluruh jajaran BPBD Kabupaten Lamongan. 

Perubahan Renja juga memberikan umpan balik yang sangat 

diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di 

masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf 

BPBD Kabupaten Lamongan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja 

ke arah yang lebih baik dimasa datang. 
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4.1 KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN 

 
Rencana Kerja (Renja) Perubahan BPBD Kabupaten Lamongan 

Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih 

operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara 

perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan 

strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat 

Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, 

misi daerah. 

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian 

tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah 

pelaksanaan sebagai berikut : 

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan secara 

bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk : 

a. Melaksanakan Renja Perubahan Tahun 2025 dengan sebaik-

baiknya sesuai tugas dan kewenangannya; 

b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran. 

2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan 

pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap 

pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025. 

 

 

4.2 RENCANA TINDAK LANJUT 

 

 
Dengan ditetapkannya Renja Perubahan Tahun 2025, selanjutnya 

Renja Perubahan Tahun 2025 akan dipergunakan sebagai acuan dalam 

penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada 

Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon 

Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. 



 

 

 


